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ABSTRAK
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggugat yang mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama dengan bertujuan harta bersama yang
masih dikuasai tergugat untuk dibagi sesuai hukum yang berlaku. Akan
tetapi tergugat membantah bahwasanya harta tersebut merupakan harta
pribadi yang dikelola tergugat hanya saja modal dari harta tersebut adalah
pemberian penggugat diawal perkawinan. Bahkan tergugat menggugat
balik atas kelalaian penggugat mengenai nafkah madiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perttmbangan hukum
hakim di Pengadilan Agama Martapura dengan  Nomor
0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan
Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor
147/K/AG/2016.MA mengenai perkara harta bersama dengan metode
pendekatan analisis (Case Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan
membahas dan menelaah tiga putusan dalam perkara yang sama pada
Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara
0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor perkara
0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara
147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai
pertimbangan hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan
Mahkamah Agung menyatakan bahwa harta yang dipersengketakan
adalah harta bersama karena sesuai dengan maksud Undang-undang No.1
Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama
perkawinan adalah harta bersama. Mengenai pembagiannya Mahkamah
Agung telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta
bersama, dimana isteri mendapatkan lebih banyak harta bersama
dibandingkan suami, dikarenakan dalam perolehannya isteri lebih andil
dalam berdagang untuk menghasilkan harta bersama. Namun kelalaian
suami berupa nafkah madiyah tidak diperhitungkan yang secara hukum,
nafkah adalah suatu yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada
isteri. Hemat penulis bahwa harta yang dipersengketakan adalah harta
bersama yang harus dikurangi terlebih dahulu nafkah madiyah dan dibagi
berdasarkan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan
harta kekayaan suami isteri.
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